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TENTANG 

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
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Menimbang : 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kehutanan, perlu 
diberikan kesempatan bagi pegawai Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan, baik Program 
Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana;  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 97 TAHUN 2000 

TENTANG 
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

   
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  
Menimbang : 
Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil dengan perkembangan 
keadaan dan kebutuhan organisasi negara, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 
formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah; 
  
Mengingat :  
1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2.   Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

3.   Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

4.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4014); 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
  

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
1. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan 
pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu 
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris 
Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kepala Kepolisian Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. 
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota. 
   

Pasal 2 
Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :  

a.       Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat 
b.       Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

   
Pasal 3 

(1) Formasi Pegawai Negeri Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun 
anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara, 
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat. 
(2) Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah 
setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
   

Pasal 4 
(1) Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan 
penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan 
prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
(2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :  

a. jenis pekerjaan; 
b. sifat pekerjaan; 
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 

tertentu; 
d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan 
e. peralatan yang tersedia. 

   
Pasal 5 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatuir lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 

  
Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, 
dinyatakan tidak berlaku. 

  
Pasal 7 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
  
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Nopember 2000 
   

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RGS Mitra Page 2 of 3



ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

   
  
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Nopember 2000 
   
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DJOHAN EFFENDI 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 194 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan II 
   
Edy Sudibyo  
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